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PEMILU Legislatif 2024 tetap di-
laksanakan menggunakan sistem
proporsional terbuka (KR, 16/6).
Keputusan yang melegakan
banyak orang dan menuai banyak
pujian : Mahkamah Konstitusi
(MK) mendengarkan suara public.
MK membela demokrasi dan tentu
saja pemilih tidak membeli kucing
dalam karung.

Puas tidak puas, keputusan ini-
lah yang terbaik. Dapat dipahami
ada kelompok yang kecewa men-
dengar keputusan dalam persi-
dangan perkara nomer 114/PPU-
XX/2022. Namun palu telah dike-
tuk. Dan harus diakui, putusan ini
cukup mendinginkan suasana
debat jelang pemilu. Apalagi sem-
pat menaikkan derajat panas
ketika muncul pengakuan Wakil
Menteri Hukum dan HAM (2011-
2014) Denny Indrayana yang me-
nyatakan mendapat bocoran bila
sistem pemilu akan kembali men-
jadi proporsional tertutup.

Dalil pemohon bila penyeleng-
garaan pemilu yang menggu-
nakan sistem proporsional de-
ngan daftar terbuka telah mendis-
torsi peran partai politik, dinilai se-
suatu yang berlebihan. Menurut
Hakim Konstitusi Saldi Isra
sesuai ketentuan pasal 22E ayat
(3) UUD 1945, menempatkan
parpol sebagai peserta pemilu le-
gislatif dalam batas penalaran
yang wajar. Parpol bahkan menu-
rut Saldi masih memiliki peran
sentral. Selain memiliki otoritas
penuh dalam proses seleksi dan
penentuan bakal calon.

Yang menarik dan paling pen-
ting, argumentasi komprehensif
MK membantah dalil pemohon
yang intinya menyatakan sistem
proporsional dengan daftar terbu-
ka sebagaimana ditentukan da-
lam norma pasal 168 ayat (2) UU
Pemilu bertentangan UUD, ada-
lah tidak beralasan. MK jelas
menegaskan bila Konstitusi
Indonesia tidak pernah mengatur
sistem pemilihan legislatif. Pasal
22 E ayat (3) UUD yang berbunyi
peserta pemilihan umum untuk
angora DPR dan DPRD adalah
partai politik tidaklah sertamerta
diartikan sebagai sistem propor-
sional tertutup, hanya memilih
partai politik. Meski Konstitusi ti-
dak mengatur jenis sistem pemilu
namun MK berkesimpulan, sis-

Memperkuat Sistem Pemilti Proporsional Terbuka

tem proporsional daftar calon ter-
buka lebih dekat dengan keingin-
an Konstitusi.

Karena sistem pemilu adalah
wewenang pembuat undang-un-
dang, MK pun selalu mengung-
kap solusi dalam menghadapi ke-
lemahan-kelemahan yang diaju-
kan pemohon. Maka demi pelak-
sanaan pemilu yang lebih ber-
kualitas, gagasan MK tampak-
nya perlu mendapat perhatian.
Pelaksanaan UU Pemilu harus
dievaluasi. Tinggal bagaimana
kemauan politik dari partai politik
(karena Anggota DPR adalah
hasil pilihan parpol) juga peme-
rintah untuk mengevaluasi UU
Pemilu. Agar celah yang bisa
menjadi penanda kelemahan sis-
tem proporsional terbuka, bisa
diperbaiki.

Dalam sistem proporsional ter-
buka, sosok caleg sangat menen-
tukan peroleh suara. Karena itu-
lah partai berlomba memasang
nama popular penyanyi, artis
film/sinetron, seniman dan lain-
nya. Tapi kepopuleran saja se-
jatinya tidak cukup, tanpa du-
kungan pengetahuan, ideologi,
kualitas serta gizi yang dalam ba-
hasa Cak Nur disebut : ‘isi tas’.
Hanya mengandalkan kepopuler-
an di tengah pemilih makin kritis,
‘tontonan’ di Senayan kian men-
jemukan.

Tidak bisa dinafikan. Senayan
kini tidak lagi sekadar tempat
para politisi beradu argumentasi,
memperjuangkan kesejahteraan
rakyat. Namun juga telah menjadi
‘panggung’ dengan banyaknya
artis penyanyi dan film yang tam-
pil di Gedung DPR selama ini.
Kepopuleran namanya membu-
atnya mudah melenggang dan
duduk di kursi empuk. Mirisnya,
suara vocal mereka kurang terde-
ngar dan aktingnya dalam mem-
perjuangkan kesejahteraan rak-
yat kurang terlihat di layar kaca
ataupun media.

Jika ini dianggap kelemahan,
perbaiki dengan rekrutmen calon
legislatif. Lakukan upaya mem-
perkuat sistem proporsional ter-
buka dengan pendidikan politik.
Pendidikan yang tidak instan,
yang bukan hanya sejenak men-
jelang pemilu. Namun perlu pen-
didikan politik bertahap, kontinyu
dan berkelanjutan. O-f
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Pengamen di Malioboro

MALIOBORO itu tidak akan
pernah habis diceritakan. Kini,
pedagang kakilima disatukan di
teras Malioboro, jalan-jalan di
kawasan itu super menye-
nangkan. Apalagi di sore hari kita
bisa nongkrong di sepanjang jalur
yang penuh kisah dan melegenda
tersebut. Pokoknya, nongkrong
sore di Malioboro pasti ada sejum-
lah cerita. Tak heran bila sore hari
bisa dikatakan tidak ada tempat
duduk yang kosong di sepanjang
jalan tersebut.

Namun kenikmatan itu kadang-
kala terganggu dengan kedatan-
gan pengamen yang seakan ti-
dak berhenti. Mereka mengham-
piri, menyanyi dan kemudian me-

minta uang. Bener, ini sangat
mengganggu. Apalagi mereka
datang berbanyak orang, artinya
ngamen rombongan. Dan kalau
satu dikasih, akan terus hadir
rombongan yang lain.

Mungkin ini kurang diantisipasi.
Penertiban selama ini focus
menata pedagang. Ketika peda-
gang sudah tertib, kawasan terta-
ta eh diganggu pengamen.
Mohon mendapat perhatian, agar
kenyamanan di Malioboro bisa
mengesankan terlebih bagi warga
dari luar Kota Yogya. Malioboro itu
terkenal dan melegenda. Maka,
beberapa kota ‘bikin’ Malioboro ju-
ga. Of

Wahyu MM, Baciro Kota Yogya

Wisuda Oh... Wisuda

JAGAT media diramaikan curahan
hati (curhat) orangtua tentang wisuda
siswa TK hingga SMA. Para orangtua
merasa prosesi wisuda itu cukup dilak-
sanakan di perguruan tinggi (PT), se-
dangkan di TK sampai SMA tidak usah.
Ditambah lagi curhat orangtua soal bia-
ya pelaksanaan wisuda TK sampai
SMA yang mahal. Karena dilaksanakan
di luar sekolah (baca: hotel).

Polemik ini bukan barang baru.
Karenanya perlu kita lihat, pertama-
tama kita mengecek dulu soal wajib-
tidaknya wisuda siswa TK hingga
SMA. Merujuk Plt. Kepala Biro
Kerja Sama dan Hubungan Masya-
rakat (Humas) Kemendikbudristek,
Anang Ristanto, wisuda siswa TK
hingga SMA merupakan kegiatan
yang bersifat opsional atau pilihan.
Artinya, pihak TK - SMA dapat
melaksanakan wisuda bagi siswa-
nya. Juga pihak TK hingga SMA ti-
dak perlu melaksanakan wisuda ba-
gi siswanya.

Persetujuan

Apabila pendapat Plt Kepala Biro
Kerja Sama dan Humas Kemen-
dikbudristek yang kita rujuk, wisuda
siswa TK sampai SMA bersifat op-
sional atau pilihan. Pihak TK - SMA
dapat melaksanakan wisuda atau ti-
dak setelah mendapatkan persetu-
juan dari pihak orangtua/wali.
Terkait itu, perwakilan orangtua/wali
dalam komite sekolah harus proaktif
dan angkat suara soal biaya wisuda
siswa yang memberatkan sebagian (be-
sar) orangtua.

Sebagai contoh, satu keluarga memi-
liki dua anak yang bersekolah di kelas
VI SD dan IX SMP. Kedua anak itu
sama-sama wajib ikut wisuda di seko-
lahnya. Biaya wisuda di dua jenjang itu
pastinya mahal. Akibatnya, beban
ekonomi orangtua bertambah. Mau ti-
dak mau, bisa jadi orangtua harus
berutang demi membayar biaya wisuda

Sudaryanto

anaknya.

Penulis berpendapat, seyogyanya
Kemendikbudristek segera membuat
regulasi/aturan wisuda di jenjang TK
sampai SMA. Lewat regulasi itu, dite-
gaskan bahwa kegiatan wisuda bersifat
opsional atau pilihan bagi pihak TK
hingga SMA. Jika pihak TK hingga
SMA ingin mengadakan wisuda siswa,
hal itu harus seizin dari pihak komite

sekolah dan/atau orangtua/wali. Jika ti-
dak ingin mengadakan wisuda siswa,
hal itu dapat dicari solusi selanjutnya.

jenjang TK sampai SMA, Kemen-
dikbudristek juga perlu membuat regu-
lasi tentang kegiatan study tour atau
karyawisata. Banyak orangtua merasa
biayanya mahal dan memberatkan.
Kegiatan ini juga rentan dengan aksi
pungutan liar/pungli. Kepala sekolah
dan guru sering menjadi kambing hi-
tam atas pungli kegiatan study tour
atau karyawisata.
Berbela Rasa
Kembali ke soal wisuda. Di jenjang
TK, kegiatan wisuda dapat diarahkan
ke pengembangan bakat, minat, dan
kreasi anak usia dini. Misalnya, pen-
tas tari, menyanyi, hafalan Quran,
hafalan doa dan lainnya. Potensi kog-
nitif, afektif, dan psikomotorik anak
usia dini diasah dan ditampilkan pa-
da kegiatan wisuda. Dengan begitu,
guru dan orangtua siswa TK dapat
memaknai bahwa anaknya sudah
berkembang optimal.

Di jenjang SD, SMP, dan SMA,
kegiatan wisuda tidak harus mahal
dan di hotel. Pihak sekolah dapat
mendorong siswanya untuk berbela
rasa di panti asuhan, panti jompo,
rumah singgah anak jalanan. Atau,
berbela rasa dengan membersihkan
sampah di pantai, selokan dan lain-
nya. Kegiatan wisuda siswa bermu-
atan bela rasa itu sederhana tapi
bermakna. O-f

*) Sudaryanto MPd, Dosen PBSI
FKIP UAD; Mahasiswa S-3 Ilmu
Pendidikan Bahasa UNY
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Misalnya, para siswa TK hingga SMA

cukup diminta hadir ke sekolah, berpa-
kaian rapi, dan didampingi orangtua/-
wali untuk menerima ijazah dan bukti
kelulusan. Pihak guru/wali kelas selaku
perwakilan sekolah dapat menyam-
paikan pesan kepada siswa dan orang
tuanya. Biaya wisuda dapat dialihkan
untuk biaya pendidikan di jenjang

berikutnya.

Selain tentang kegiatan wisuda di

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih
partisipasinya dalam menulis dan mengi-
rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rak-
yat. Selanjutnya redaksi hanya menerima
tulisan lewat email : opinikr@gmail.com
dengan panjang tulisan antara 535 - 575
kata, dengan mengisi subjek mengenai
isu yang ditulis serta jangan lupa me-
nampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Tindak Tegas Pelaku Pencabulan di Sekolah

“Anak-anak hidup dan tumbuh
sesuai kodratnya sendiri. Pendidik ha-
nya dapat merawat dan menuntun
tumbuhnya kodrat itu.” -Ki Hajar
Dewantara-

SUDAHKAH ranah pendidikan kita
menerapkan semboyan yang di-
gaungkan Bapak Pendidikan Nasional
tersebut? Nampaknya pendidikan kita
terus terombang-ambing dengan
adanya oknum pendidik (guru) yang se-
makin hari semakin meruntuhkan mu-
ruah seorang pendidik.

Terbaru, bukannya mendidik dan
mengayomi. Dua oknum pendidik
madrasah di Kecamatan Baturetno
Wonogiri ini malah tega mencabuli
siswanya sendiri. Dua pelaku pencabu-
lan murid madrasah yakni M (47)
oknum kepala sekolah (Kasek) dan gu-
ruY (51), akhirnya dijebloskan ke sel
tahanan Polres Wonogiri. Demikian ar-
tikel yang tayang pada Harian KR edisi
Sabtu (3/6/2023) dengan judul ‘Oknum
Kepala Sekolah dan Guru Madrasah
Pelaku Pencabulan 12 Siswi Akhirnya
Ditahan’.

Ironis. Pendidik, dapat dikatakan se-
bagai salah satu ujung tombak sukses-
nya generasi di masa mendatang.
Berdasarkan catatan Kemen-PPPA, ke-
kerasan seksual terhadap anak di
Indonesia mencapai 9.558 kasus pada
2022. Jumlah tersebut mengalami ke-
naikan drastis pada tahun sebelumnya
yang tercatat sebanyak 4.162 kasus.

Banyaknya kasus demi kasus yang
dilakukan oknum pendidik, tentu men-
jadi perhatian khusus bagi pemangku
kebijakan. Mengingat sekolah meru-
pakan tempat menimba ilmu, tanpa
mengesampingkan tata laku dan kode
etik yang berlaku. Seyogianya muruah
guru merupakan sumber ilmu yang se-
mestinya mendidik siswanya dengan il-
mu pengetahuan, keterampilan, serta

Ridwan Mahendra

bekal yang berlandaskan dengan budi

pekerti yang luhur.

Guru merupakan seorang yang dapat
siswa-
siswinya. Pedoman yang baik dan men-
jadikan anak didiknya sebagai sese-
Guru yang
memimpin tentu mengerti akan kode
etik seorang pendidik, cara berpikir,
sikap mental, dan terpenting peri-
lakunya yang tercermin baik di dalam

dijadikan pedoman bagi

orang yang berhasil.

maupun di luar sekolah.
Ditambah Sepertiga

Menilik laman Badan Pengem-
bangan Sumber Daya Manusia (BPS-
Republik
Indonesia, secara khusus dapat dike-
nakan sanksi berdasarkan Pasal 82
juncto Pasal 76E Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Per-
ubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, dengan sanksi pidana berupa pi-

DM) Kemenkumham

dana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun, serta denda
paling banyak Rp5 miliar. Jauh
lebih dari itu, apabila pendidik
yang melakukan tindakan pen-
cabulan terhadap siswanya, ma-
ka pidananya ditambah 1/3
(sepertiga).

Merujuk pada hal tersebut,
sudah sepatutnya seorang pen-
didik yang melakukan tindak
pencabulan terhadap anak
didiknya mendapat ‘ganjaran’
setimpal. Tidak bisa dianggap
remeh, namun sangat tidak
bermoral, dan mencoreng citra
pendidikan di Indonesia. Dan
dampaknya bagi korban bisa
mulai dari depresi, trauma,
gangguan kesehatan, dan lain

sebagainya.

Tidak ada satu insan pun yang
berhak mendapat perlakuan pencabu-
lan di semua ranah, termasuk di
lingkup sekolah. Korban adalah insan
yang paling dirugikan dan tak perlu
takut untuk berbicara terhadap orang-
orang terdekatnya, orangtua uta-
manya. Korban berhak bersuara atas
apa yang dialaminya. Bahkan dengan
dampingan orangtua untuk segera
melapor terhadap lembaga-lembaga
yang berkompeten menanganinya. Ada
Pusat Pelayanan Terpadu Pember-
dayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI), Kementerian PPPA
dan lainnya.

Guru, digugu lan ditiru. Dan
munculnya beberapa kasus pencabulan
yang dilakukan guru di sekolah, harus
diakui merupakan tamparan keras ba-
gi pendidikan di Indonesia. O-f

*) Ridwan Mahendra SPd, Guru

Bahasa Indonesia di SMK Kesehatan

Mandala Bhakti Surakarta.

Fojok KR

ASEAN perlu perkuat kerja sama re-
habilitasi pecandu narkoba.

-- Kerja sama tanggulangi peredar-
an juga.

seoksk
Diterima PPPK dan Perdes, Panwas-
cam Undurkan Diri.
-- Wah ada ‘lowongan’ Panwascam .
ok
Amunisi  aktif ditemukan di
pekarangan.

-- Hebat, puluhan tahun tertimbun

masih aktif.
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